
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

(3) (4) (5) (7) (8)

Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang 

ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
                3.000.000 3

Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - - - - - - - 1

Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan 

diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN
                3.250.000 3

Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - - - - - - - 3

Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa 

PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN
                3.500.000 10

Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - - - - - - - 10

Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN                 1.250.000 1
Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - - - - - - - 1

Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi 

KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
                2.000.000 2

Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - - - - - - - 2

Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi 

KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
                2.000.000 2

Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - - - - - - - 2

Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional 1.200.000               2 Unit - - - - - - - - - - - 2

Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW 

Provinsi
                3.400.000 10 (Prov/Kab/Kota) - - - - - - - - - - - 10

Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut                 1.000.000 2 (Prov/Kab/Kota) - - - - - - - - - - - 2

Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen 

perencanaan pengelolaan sedimentasi
                3.100.000 2

Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - - - - - - - 2

Direktorat Pemanfaatan Ruang 

Kolom Perairan dan Dasar Laut Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang Laut)
8.200.000               500

Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - 250 - - 400 - - 500

BPSPL Padang Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
disusun di wilayah kerja BPSPL Padang

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

BPSPL Pontianak Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

BPSPL Makassar Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

BPSPL Denpasar Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar 

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

BKKPN Kupang Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

LKKPN Pekanbaru Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

LPSPL Sorong Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

LPSPL Serang Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
disusun di wilayah kerja LPSPL Serang

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

4 Indeks Kepatuhan 

Pengendaliaan 

Pemanfaatan Ruang Laut 

(Indeks)

Direktorat Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang Laut
Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut                 2.300.000 60

Rekomendasi 

Kebijakan
- - - - - - - - - - - 60

TARGET 

KEGIATAN 

SATUAN TARGET 

KEGIATAN 

TARGET KEGIATAN BERKALA 

(kumulatif)

2

Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

Persetujuan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang Laut (Rp.000)

3

KEGIATAN

(KRO/RO)

 ALOKASI 

ANGGARAN

(Rp.000) 

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2025

Persentase 

Penyelenggaraan Zonasi 

Pesisir Kewenanangan 

Pemerintah Daerah (%)

Direktorat Pemanfaatan Ruang 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(1) (2) (9)

1 Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang Laut 

dan Zonasi Pesisir

1 Persentase 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang Laut 

Kewenangan Pemerintah 

Pusat (%)

Direktorat Perencanaan Ruang 

Perairan

SASARAN INDIKATOR KINERJA UNIT PJ



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

TARGET 

KEGIATAN 

SATUAN TARGET 

KEGIATAN 

TARGET KEGIATAN BERKALA 

(kumulatif)KEGIATAN

(KRO/RO)

 ALOKASI 

ANGGARAN

(Rp.000) 

SASARAN INDIKATOR KINERJA UNIT PJ

Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut 2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

Pelatihan Penyuluh Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang Laut

50 Orang
- - - - - - - - - - - 50

Data dan Informasi Publik terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang 
Laut

2 Dokumen
- - - - - - - - - - - 2

Digitalisasi penataan ruang laut 10 %
- - - - - - - - - - - 10

Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut                 1.440.000 4 NSPK - - - - - - - - - - - 4

Layanan Kerjasama Sub Bidang Penataan Ruang Laut 80.000                    1 Dokumen - - - - - - - - - - - 1

Layanan Hukum 80.000                    1 Layanan - - - - - - - - - - - 1

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 80.000                    1 Layanan - - - - - - - - - - - 1

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 80.000                    1 Layanan - - - - - - - - - - - 1

Layanan Umum                 1.315.387 6 Layanan - - - - - - - - - - - 6

Layanan Perkantoran                 1.913.500 1 Layanan - - - - - - - - - - - 1

Layanan Sarana Internal 825.883                  1 Unit - - - - - - - 1 - - -

Layanan Perencanaan dan Penganggaran 80.000                    1 Dokumen - - - - - - - - - - - 1

Layanan Manajemen Keuangan
80.000                    

1 Dokumen
- - - - - - - - - - - 1

40.174.770             

Jakarta, 2 Juni 2025

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

NIP 196909211995032001

6 Nilai Implementasi 

Reformasi dan Birokrasi 

lingkup Ditjen PRL (Nilai)

Setditjen PRL

Nilai Efektivitas 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang Laut

5 Dit. Pembinaan PRL

2 Tata Kelola 

Pemerintahan yang 

Efektif dan Akuntabel 

Ditjen Penataan 

Ruang Laut 

1 Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang Laut 

dan Zonasi Pesisir


